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ABSTRAK

Abdul Kahar Burhanuddin A. Barri. 2020 Hukum Money Politic Bantuan
Dan Calon Legislatif Dalam Pemilu. Dibimbing oleh Hasan bin Juhanes dan
M. Chiar Hijaz.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (kuantitatif Research)
yakni panelitian yang dilakukan pada objek perpustakaan, kompleks, dinamis,
penuh makna, dan hubungan gejala interaktif berkaitan dengan hukum money
politic bantuan dari calon legislatif dalam pemilu.

[ Teknik pengumpulan data dalam menyusun skrpsi ini peneliti
menggunakan beberapa teknik. Teknik pengumpulan data yang digunakan
Iadalah Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data
plmana penulis terjun langsung ke perpustakaan penelitian untuk
mengumpulkan data yang diperiukan dengan metode pustaka, mencari dan
membaca. Adapun penelitian ini, ditakukan pada beberapa mahasiswa yang
sudah berkeluarga yang ada di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dapat diambil beberapa
gambaran bahwa: Hukum Money Polific baik dalam hukum lslam maupun
hukum dalam pemilu sangatiah penting bagi kehidupan manusia yaitu dalam
beragama, berbangsa, dan bernegara karena hukum Islam adalah hukum yang
berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bertujuan untuk membentuk
pnbad{ muslim yang berakhiak mulia serta mengembangkan pofensi manusia
yang baik dalam bentuk jasmaniyah dan rohaniyah sedangkan hukum dalam
pemllu adalah yang merujuk pada Undang-Undang yang beriujuan untuk
membentuk masyarakat yang jujur dan adil serta bertanggung jawab dalam
melaksanakan fugas baik itu pemilih dan yang dipilih.

Kata kunci : Money Politic, Calon, Legislatif, Pemilu.
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pemanfaatan uang dalam pemilu (money politic) begitu menggurita
dikalangan masyarakat bahkan sampai menghawatirkan. Untuk itu periu
perhatian dari semua kalangan masyarakat agar fenomena tersebut
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hari-hari selanjutnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Demokrasi sebagai dasar hidup bemegara memberi pengertian
pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-

masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai

kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan
rakyat. Sudah semestinya, bahwa insan akademis sangatlah wajib dan
berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan
berpolitik yang sehat demi terealisasinya tujuan kehidupan berbangsa
[ dan bemnegara. Semisal dalam bentuk mencegah kebiasaan-
kebiasaan buruk yang notabenenya telah terlanjur dianggap baik oleh

sebagian kalangan. Bengan runtuhnya rezim Orde Baru Suharto yang

otoriter pada 21 mei 1998, Indonesia bergerak menuju sistem politik
yang demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan pemilihan
umum yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi
warga negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda.'
Pemilihan umum(pemilu) merupakan instrumen penting dalam
demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi
sebagai alat penyaring bagi “polifikus-politikus” yang akan mewakili

dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan, mereka

'Fuad Fachruddin, Agama Pendidikan Demokrasi ( Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008),
h.54.




yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai
kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan berfindak atas nama
suatu kelompok yang lebih besar melalui partai polifik (parpoi).Oleh
sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam
kehidupan politik moderen yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk
mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu,

memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta

menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan
damai.?

Dalam pelaksanaanya, demokrasi selalu dikotori dengan cara-

cara yang tidak baik. Money politic kini tidak hanya tefjiadi ditingkat

i pemerintahan pusat, tapi sudah sampai di pelosok daerah yang jauh

dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya

tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan untuk

melakukan money politic. Baik lewat sumbangan sarana prasarana,
perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing
individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan. suaranya
pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.

Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan realita
kehidupan organisasi negara (pemerintahan) karena jalan organisasi
negara selalu diwarnai dengan aktivitas politik unfuk mengatur

kehidupan negara, proses pencapaian tujuan negara dan

2 Moh. Mahfud MD, Hukum Politik di Indonesia (cet. Ke-2) (Jakarta: Rajawali Press,
2009), h. 60-81.




melaksanakan tujuan negara dengan sebaik-baiknya. Sehingga
permasalahan politk sesungguhnya lebih terpokus pada kekuasaan.
Tanpa mengecilkan arti penting dari semangat berdemokrasi
masyarakat, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang
berlebihan terhadap kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara
melalui politk uang (money politic) kampanye negatif (negative
campaign).’

Hukum Islam disebut sebagai syariat karena keteguhan dan
kelurusan hukum-hukumnya seperti jalan yang lurus. la menyerupai
penampungan air yang merupakan gizi bagi ruh serta jalan untuk
menghidupkan jiwa, sebagaimana penampungan air merupakan
sarana untuk menghidupkan jasad dan raga.*

Ketika umat Islam dihadapkan pada realitas dimana
kekuasaan politik baik ditingkat nasional maupun lokai dicapai melalui
jalan demokrasi. Lebih jelasnya pemilu. Dari pemilu legislatif maupun
atas pemilihan presiden yang berjalan serentak secara nasional
sampai Pilkada (Pemilthan Kepala Daerah) ditingkat provinsi maupun
kabupaten/kota.

Situasi ini memunculkan perdebatan tajam di sejumiah kalangan
umat. Mayoritas umat Islam memandang jalan demokrasi - baca
pemilu-betapapun secara finansial teramat boros dan secara kualitatif

tidak  jelas hasilnya, sebagai peluang dan kesempatan untuk

3Budlanto Dasar-Dasar limu Tata Negara (Jakarta: Erlangga 2000}, h. 17.
“Ibid.,him.Lihat j luga: Manna'Qatthan, Mabahits ff Uluum al- Qur'an, (cet.ll, Beirut,

Maktabah al-Ma'arif, thn. 1412 Hf 2000 M) him.13.
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menapaki jalan kekuasaan . dengan kekuasaan yang mungkin diraih,
maka pelaksanaan agenda umat Islam diharapkan menjadi lebih
mudah dan nyata.

Sementara disisi lain ada sekelompok orang yang menolak
demokrasi. Khususnya pemilu. Penolakan itu ada yang bersifat
situasional dan temporal lantaran melihat praktik polik yang sarat
kecurangan, money politic maupun korupsi yang semakin menggurita.
Namun ada juga penolakan ekstrim yang mengharamkan sama sekali
umat Islam tetlibat dalam politik dan demokrasi (pemilu). Bahkan walau
sekadar melaksanakan hak pilih. Kelompok ini secara atrakiif dengan
lantang menyatakan penolakannya dengan pendekatan hitam putih
sembari menggunakan dalil-dalii agama yang sakral Akibatnya
masyarakat awam menjadi bingung dan khawatir salah sangka.®

Kekeliruan, boleh jadi karena kekeliruan dalam membedakan
antara hukum demokrasi secara umum dengan hukum teribat dalam
prakiik untuk alasan maslahat. Pun, oleh banyaknya penyimpangan,
yang dilakukan oleh para politisi dan aktivis politik. Tapi barometer
benar atau tidaknya sesuatu - termasuk praktik demokrasi fidak boleh
semata dilihat dari apa yang dipraktekkan. Ukurannya harus mengacu
pada nash-nash syar'i, kaidah-kaidah umum agama, serfa buah yang
dihasilkan berupa maslahat bagi agama dan kaum musfimin secara

umum.

M. Zainal Muttaqin, Figih Demokrasi, Jakarta: GOZIAN Press, 2013}, vol. VIIL.




Semakin runyam, jika memandang praktik demokrasi secara
general, khususnya dalam pemilihan kepala negara melaui prakti
Barat. Bisa saja sebuah nama sama, namun beda hasil dan

pengaruhnya jika diaplikasikan oleh orang atau negara yang berbeda.

Haram bagi satu pihak, namun Halal bagi pihak lain. Tentunya sesuai
dengan nilai dan tujuan orang yang melakoninya.

Hukum Islam yang berkaitan dengan pemilihan dan
pengangkatan kepala negara memiliki karakter istimewa dan corak
unik. Islam memberika contoh ideal tentang praktik pengangkatan
kepala negara melalui sirah para sahabat Rasulullah saw, hamun tidak
membatasinaya dengan satu metode permanen atau hanya sebatas
apa yang dicontohkan.

Hukum Islam tidak memberikan batasan bagi satu metode

tertentu untuk memilih dan memilih dan mengangkat kepala negara.

Kenyataan ini bukan kebetulan tapi ini tentu didasari tujuan yang
agung, yakni agar tidak menjadi kesuiitan (haraj) bagi umat manusia.
Agar manusia dapat memilih pemimpin mereka berdasarkan metode
yang sejalan dengan tuntutan zaman dan waktu; selama tidak keluar
dari batas syariat.®

Kedatangan hukum Islam memberi dinamika baru bagi manusia
danperadaban. Selain memberikan iklim politik baru, hukum Islam juga

memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya.

®Rapung Samuddin, Figih Demokrasi : Menguak Kekefiruan Haramnya Umaf Terfibat
Pemilu dan Politik, (Jakarta: GOZIAN Press, 201 3), Vol. X-XL.




Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memuiai l;egiatan
politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru
kemudian memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan
kebijakan politiknya, hukum islam mengatur tata cara perang (jihad)
demi untuk melindungi umainya dan melebarkan sayap

kekuasaannya.”

Sehingga ketika terdapat perbedaan pendapat alau perselisihan,
maka sepatutnya dikembalikan asal sumber aftay hukumnya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:
B2 JEE a&ia 21 315 53l Tyhulel 5 80 T lef 1,847 il G
T o - % DU s A s ey - % fi = 82 o - .
A AW a5l Al 6 el 2K of IsSlsa M8 el s s

-

% -'; Fro0f ko]
Nl Sl 555

Terjemahnya: “Haiorang orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah
Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya.(QS. An-Nisa ayat 59).°

Dalam pembentukan pemerintah yang baik, diperlukan
penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang

i adil, makmur serta berpegang pada syariat Istam.
Dalam menyikapi sistem demokrasi ini, syariat Islam memiliki

batasan-batasan serta kaidah-kaidah hingga kita dapat memilih mana

"Khairudin yujah Sawiy, Perebutan kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika Dan
Sefarah Politik Kaum Sunni (Cet. ke-2)(Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), h.1.
®Departemen Agama R, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bekasi: Bagus Sabara, 2013), h.
87.




yang bisa diakomodir darinya dan mana yang harus ditolak. Semisal
dasar-dasar demokrasi yang sejalan dengan syariat, maka Islam tidak
menutup pintu darinya. Sedangkan asas-asas yang bertentangan
dengannya, khususnya yang dipraktekkan oleh masyarakat barat
seperti pelimpahan hak secara mutlak bagi rakyat untuk membuat

undang-undang yang lepas dari pengaruh agama, maka hal ini jelas

dilarang oleh syariat.®

Penjelasan diatas nampak bahwa agama melarang adanya
money politic dalam berbangsa dan bernegara, vaitu demi
kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang
berbeda, perbedaan tersebut karena kondisi sosiopolitik yang teiah
mempengaruhinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencoba
meneliti dan menelusuri bagaimana “Hukum Money Politic Bantuan

Dari Calon Legislatif Dalam Pemilu”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana hukum money politic bantuan dari calon legislatif
dalam Islam?
2. Bagaimana hukum money politic bantuan dari calon legislatif

dalam pemilu?

*Rapung Samuddin, Figih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya
Umat Terlibat Pemilu dan Politilk,(Jakarta: GOZIAN Praess, 201 3}, h. 418.




C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini sebagai dasar meningkatkan pengetahuan
serta merupakan sasaran yang ingin dicapai untuk mengungkapkan
hal-hal yang periu diketahui dalam penelitian. Adapun fujuan yang
ingin dicapai adalah:
! 1. Untuk mengetahui hukum money politic bantuan dari calon legisiatif

dalam Islam.

2. Untuk mengetahui hukum money politic bantuan dari calon legislatif

dalam pemilu.

D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah

penelitian, maka tentunya penelitian ni diharapkan mampu

memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

(. masukan bagi ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan

kepada akademisi khususnya tentang money politic bantuan dari

‘ calon legislatif dalam Islam.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan membawa
perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan dan dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan terutama

fentang hukum money politic bantuan dari calon legislatif dalam

pemilu.




BAB il
TINJAUAN PUSTAKA

. Pengertian Politik Uang (Money Politic) dan Pemilu

Istilah polittk uang (money politic) ialah menggunakan uang untuk
mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat
untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.'®
Dengan adanya politik uang ini, maka keputusan yang dihasilkan
tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan
tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si
pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Ada yang mengartikan politik uang (money politic) dapat diartikan
sebagai mempengaruhi perilaku orang lain dengan nznggunakan
imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai findakan
jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa
terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa
sampai pemilihan umum suatu Negara. '

Adapun yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah salah
satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian
pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan
negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada

gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan

10 Epin Danius, Politk Uang dan Uang Rakyat Universitas Halmahera, 1999, dalam

www uniera.ac. 1dl1l1l Diakses 5 Januari 2017

lsmawan Pangaruh Uang Dalam Pemilu,h. 5.
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umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan
kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap
mencerminkan dengan agak akurat, mencerminkan aspirasi dan
partisipasi masyarakat. Walaupun demikian pemilihah umum bukan
satu-satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga
dengan pengukuran kegiatan lainnya yang lebih bersifat
berkesinambungan, seperti kegiatan partai, /obbying dan sebagainya.'?

Tidak sama dengan apa yang disampaikan diatas, politik uang
yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk
mempengaruhi keputusan para pemilih agar menentukan pilihannya
pada konfestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk
janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan
dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak mengéunakan
hakpilihnya, memilth peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu,
memilih partai politk peserta pemilu tertentu danfatau memith
pasangan calon tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara
tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Politik uang tergolong
kedalam modus korupsi pemilu. Ada empat model korupsi pemilu yang
berhubungan dengan politik uang yaitu, beli suara (vofe buying), beli

kandidat (candidat buying), manipulasi pendanaan kampanye dan

"2 Miriam Budirdjo, Dasar-dasar imu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2008), h. 461.
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manipulasi administrasi dan perolehan suara (administrative electoral
corruption).®

Menurut pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Yusril
Ihza Mahendra definisi money politic atau risywah sangat jelas, yakni
mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril
mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau
kasus money politic bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan
pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung
adalah figur anonim (merahasiakannya) sehingga kasusnya suli
dilacak, ditindak lanjut secara hukum pun kabur. *

Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian
uang atau barang kepada seseocrang karena memiliki maksud politik
yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut ﬁc;ak

ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu

jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan.

B. Dasar Larangan Pemanfaatan Uang Haram.
1. Hukum Pemanfaatan Uang Haram.
Ada beberapa penjelasan dasar larangan tfentang
pemanfaatan uang haram. Islam mengajarkan setiap pemeluknya

untuk terikat dengan hukum syardat. Termasuk juga soal

" Kompas, 11 Februari 2005 Dalam Enza Faiz, “Urgensi Calon Independen Dafam
Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah", Pusat Studi Hukum Konstitusi FH Ul
Yoqxakarta, 1.t. Diakses tanggal 20 Desember 2016.

Indra Ismawan, Money Politik Pengaruh Uang Dafam Pemilu, (Yogyakarta: Penerbit
Media Presindo, 1999), h.4.
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penggunaan uang, karena kehidupan saat ini tidak berlandaskan
pada aturan Islam, maka uang yang haram banyak beredar di
masyarakat. Seperti uang hasiliba yang tidak diinginkan dan
sebagainya. Berbagai dalih yang disampaikan ke tengah-tengah
masyarakat untuk membolehkan penggunaan “uang haram’
hanyalah rekaan dan buatan manusia, yang bersandar pada adanya
maslahat atau manfaat sekilas yang bisa dijangkau oleh akal. Tidak
jarang, hawa nafsu manusia turut terlibat didalamnya. Padahal,
telah jelas pula bagi kita bahwa akal manusia tidak memiliki otoritas
untuk menetapkan apakah suatu benda atau perbuatan tertentu itu
halal atau haram. Mereka mengira bahwa apa vang telah
dilakukannya itu adalah kebaikan disisi Allah, meski berasal dari

harta yang telah diharamkan. Sebagaimana firman-Nya:

ab 5 L sl 8 235 O il o T A48 1
Osaedd 2 (9l

Terjemahnya:"Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang
orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaifu orang-orang
yang flelah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini

sedangkan mereka menyangkabahwa mereka berbuat sebaik-
baiknya.”(QS. Al-kahfi : 103-104).

Dengan demikian, orang yang menghalalkan harta perolehan
dari riba, atau yang sejenisnya untuk keperluan kebaikan, sama saja
dengan menempatkan posisinya sama seperti Tuhan, yang memiliki

otoritas untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Orang

™5 Tim Asatiz A-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an dan Terjemahannya. h. 98-110.
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semacam ini menyangka bahwa apa yang dilakukannya itu, bisa
membawa kebaikan dan manfaat bagi dirinya, umat Islam dan
kebaikan bagi agamanya, padahal ia telah terjerumus kedalam
jurang kehancuran dan kerugian.'®
. Pengertian Uang Haram

Uang haram adalah uang yang diperoleh melalui jalan atau
cara pekerjaan yang dilarang oleh [slam, seperti mencuri,
merampok, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Uang adalah
benda. Atribut halal atau haram tidak dapat disandingkan kepada
yang halal atau haram. Aftribut halal atau haram hanya dapat
disandingkan kepada perbuatan. Pada hakikatnya yang namanya
uang haram itu tidakada. Yang ada adafah uang yang diperoleh
lewat jalan atau perbuatan haram. Oleh karena itu kalau dalam
percakapan sehari-hari “Ini adalah uang haram” haruslah hatl ini
diartikan secara majazi, artinya yang diperoleh lewat jalan haram
yaitu cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam.

Mufassir besar Al-Alusi ketika menafsirkan ayat “/nnama
harrama’alaikum al-maitata” (Al-Baqarah,ayat 173) mengatakan:

ol A L83 Dl 5 sl 2215 201250 R 52 1

fimd Dot B & odle A 6 4 5 £ 58 Shated

Terjemahnya: “SesungguhnyaDia hanya mengharamkan atasmu

bangkai,darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih
dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetfapi barangsiapa terpaksa

% Farid Ma'ruf, Hukum Pemanfaatan Uang Haram. Diakses tahun 2007.
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(memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka lidak ada dosa baginya.Sungguh, Allah
Maha Pengampun, Maha Penyayang.”’

Allah SWT menyandarkan hukum haram kepada benda atau
zat, padahal haram adalah hukum agama yang merupakan salah
satu sifat dari perbuatan orang dewasa, tidak merupakan sifat yang
berhubungan dengan bendajitu sebagai isyarat terhadap
keharaman tasharruf pada bangkai.'®

3. Macam - Macam Pemanfaatan Uang Haram
a. Pemanfaatan Uang Haram dari Hasil Riba
Memanfaatkan haria untuk disedekahkan dengan harta
yang dihasilkan dari riba seperti daging bangkai atau hasilnya
dipakai membangun masjid dengan harapan akan mendapat
pahala atau menjadi halal adalah kufur sebab meminta halal dari
suafu kemaksiatan adalah haram. Dalam memberikan sedekah,
tidak boleh disertai dengan sikap yang dapat menyakiti hati
penerimanya sebab hal itu dapat menghilangkan pahala. Allah
SWT berfirman dalam Al-Quran, QS. Al-Bagarah: 264."
LU PR NP SN A S SO IR A R T

(] -

sefo g% 5 o L Tke o 2+ L L B
ﬁl__.\!ng‘_gs.sad.\AS’ _);‘ ‘a‘,.ﬁjfjd.ﬂ_\w U“ | B

Y Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, A-Qur'an dan Terjemahannya. h. 170-176.
'8 Al-Alusi, Ruh Al-Ma'ani, Dar Al-Fikr, Juz 11, 41.
9 Ataudin Al-Kasani, Bada'l Ash- ShanlﬁtarﬂbAsy—syara I, juz V, hal. 183.
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Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu

menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-

nyebutnya dan menyakiti(perasaan penerima)..."Seperti orang

yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer)kepada manusia

dan dia fidak beriman kepada Allah dan hari akhir.

Perumpamaannya orang iftu seperii batu yang licin yang

diatasnya ada debu kemudian bafu itu ditimpa hujan lebat, maka

tinggalfah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu

apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang kafir.

Ketika memberikan sedekah disunnahkan dengan wajah
yang ramah dan menyenangkan. Dimakruhkan memberikan
sedekah dengan harta yang tidak berguna (membinasakan).

Sebaliknya, disunnahkan memberikan sedekah dengan

harta yang paling disukai dan dicintaidalam QS. Ali Imran: 92.

o -

o

Terjemahnya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum
kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan
apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah
Maha Mengetahui®!
b. Pemanfaatan Uang Haram dari Hasil Judi
Maysir adalah kegiatan atau permainan vyang
mengandung unsur taruhan, serla permainan yang melalaikan

diri dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat. Permainan

% Tim Asatiz Al-Quran Cordoba, A-Qur’an dan Terjemahannya. h, 225-230.
4 Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an dan Terjemahannya. h.92-100.
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yang mengandung unsur taruhan itu, di Indonesia disebut
dengan judi. Sementara taruhan yang dipasang dalam judipada
dasamya, adalah uang. Walaupun demikian, tak jarang yang
dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain, bergerak
atau tidak, dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda, seperti
jasa dan hak. Dalam Al-Quran, kata maysir disebutkan

sebanyak tiga kali yaitu dalam surat Al-Bagarah (2) ayat 219,

surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat menyebutkan
beberapa kebiasaan buruk pada masa jahiliyah, yaitu khamar,
al-maysir, al-anshab (berkorban untuk berhala), dan alazfam
(mengundi nasib dengan menggunakan panah).ZJadi,
pemanfaatan uang dari hasil judi adalah haramsebagaimana

firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqgarah: 219.

-

uem"’*tjwuu@uzjﬁ‘*lu@aﬁ* WRAARVES EFR A e
K& G ¢ ;sé,fs.']lds 58 130 @l gl 3 a0 K
B3R 4T i)

Terjemahnya:“Mereka menanyakan kepadamu {(Muhammad)
tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat
dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi
dosanya lebih besar daripada manfaatnya."Dan mereka
menanyakan kepadamu (fentang) apa yang (hamus) mereka
infakkan.  Kafakanlah,  “kelebihan  (dari apa yang

diperiukan)."Demikianialr  Allah menerangkan ayat-ayatnya
kepadamu agar kamu memikirkan.?

2 Ibid.,h.1054.
2 Tim Asatiz Al-Quran Cordoba, Al-Qur'an dan Terjemahannya. h. 216-219,
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c. Pemanfaatan Uang Haram dari hasil Risywah
Menurut Abdullah Ibnu Abdul Muhsin, Risywah adalah
sesuatu yangdiberikan kepada hakim atau orang yang
mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang
yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau
mendapatkan keinginannya.?*Risywah juga dipahami oleh

Ulama sebagai pemberian sesuatu menjadi alatbujukan untuk

mencapai tujuan tertentu.?®

Adapun menurut MU!, suap (risywah) adalah pemberian
yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat)
dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak
benar menurut syariah) atau membatilkan perbuatan yang hak.

Jadi, dapat kita simpulkan tentang definisi risywah
secara ferminologis yaitu: suatu pemberian baik berupa harta
maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang

kebijakan atau kekuasaan guna menghalalkan (melancarkan)

i yang batil dan membatilkan yang hak atau mendapatkan
manfaat dari jalan yang tidak ilegal. Jadi pemanfaatan uang
hasil risywah adalah dilarang dalam Islam.

Sebégaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-

Bagarah ayat 188.

? Abdullah Ibn Abdul Muhsin, Suap dalam Pandangan Islam (judul asli: Jarimah al-
Risywah fiy Syari'ah al-Islamiyah), Penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Seorozi,
Jakarta, Gema Insani Press, 2001.

% Abdut Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid
V, 1988,




.

18

G i 4 1R 82T Y Ty 18585 il L Q13 150
Gusabil ol 5 iy i el

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu
dengan jalan yang batil dan (janganiah) kamu menyuap dengan
harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat
memakan sebagian harfa orang lain ifu dengan jalan dosa,
padahal kamu mengetahui,®

d. Pemanfaatan Uang Haram dari Hasil Korupsi

Pada dasarmnya manusia memilki dua potensi yaitu
potensi fujur yang mempengaruhi manusia untuk meiakukan
perbuatan dosa dan potens;i tagwa yang mengantarkan manusia
kepada perbuatan amal saleh. Karena itu banyak orang yang
telah terjerumus dalam perbuatan dosa yang kemudian
menyadari  kesalahnnya, bertekad untuk meninggalkan
perbuatan dosanya. Tekad semacam itu dalam terminologi Islam
disebut tobat. Koruptor pun ada yang memiliki kesadaran
semacam itu. Mereka betobat dan kembali kepada fitrahnya
yakni kembali kepada Allah. Namun masalahnya adalah
bagaimana dengan uang korupsi yang dimilikinya?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perfu dilakukan
identifikasi terhadap harta, termasuk uang haram. Secara
fighiyah, dalam kaitannya dengan hak, harta haram terbagi dua

yakni ada yang berkaitan dengan hak Allah dan ada pula yang

%8 Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an dan Terjemahannya. h. 187-190.
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berkaitan dengan hak manusia. Dari kedua kategorisasi tersebut,
uang korupsi merupakan hak manusia, karena itu harus
dikembalikan kepada pemiliknya {kantor, atau instansi dimana
korupsi dilakukan, atau kas Negara). Disertai permohonan maaf
kepada publik.

Namun dalam prakteknya upaya semacam ini sulit
dilakukan. Koruptor yang mau bertobat tenfu takut kalau ltikad
baiknya mengembalikan uang negara akan menyeretnya ke
meja hijau dan masuk penjara. Sebab itu uang. korupsi tersebut
harus dikembalikan kepada pemilk yang sebenarnya

sebagimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Bagarah ayat 254.

o

'gsyey@tuidﬁwesm_umn,mi PAR R AT
Terjemahnya :Wahai orang-orang yang beriman!infakkanlah
sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu
sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi

persahabatan dan t;dak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir
itulah orang yang zalim.%’

Makna ayat di atas, bahwa uang hasil korupsi yang tidak
bisa diserahkan kepada kas Negara dapat dikembalikan kejalan

Allah (fi sabifiliah), atau untuk kemaslahatan Umat.

% Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, h.62.
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C. Unsur-unsur Praktek Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu
Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam prakiek money politic
dalam pemilu adalah:?®
1. Penerima uang atau harta (suap) yaitu orang yang menerima
sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa

supaya mereka melaksanakan pemintaan penyuap, padahal tidak

dibenarkan oleh syariat, baik berupa perbuatan atau justru tidak
berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap
adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah
yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup
kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti
teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya.

2. Pemberi uang atau harta (suap) yaitu orang yang menyerahkan

harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap

ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan
terhadappenerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa
: karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain.

Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi
boo- pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara

untuk dapat menang.

% Abdullah Bin Abdul Muhsin, Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarii'afil Islamiyyati (ter].
Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi) (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 11.
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3. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang
dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang,
mobil, rumah, motor dan lain-lain.

Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja
menjanjikan afau memberikan uang atau materi lain  untuk

memengaruhi pilihan atau mempengaruhi masyarakat untuk

memilihnya.”® Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta
dan atau petugas kampanye pemilu. Apabila dilihat secara substantif,
regulasi tentang politik uang ini memang sarat kelemahan baik dalam
undang-undang parpol, undang-undang pemilu, undang-undang
pilpres dan undang-undang pemda (pilkada). Didalamnya masih
terbuka celah untuk disiasati karena terkadang pemberian-pemberian
tersebut dikemas dalam bentuk sumbangan masjid, pesantren, dan
bantuan infrastrukiur pada masyarakat perlombaan olahraga seperti
jalan santai dengan hadiah atau doorprize, serta pasar murah dengan

harga sembako yang sangat murah.*

Apalagi menurut UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 301 Tentang
Pemilu mengisyaratkan tfiga hal tentang regulasi, vyaitu masa
kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan. Tiga regulasi itu
mempunyai aturan berbeda. Di rﬁasa kampanye mengisyaratkan
sanksi politik uang diberikan bagi yang terdaftar di tim kampanye.

Sementara memasuki masa tenang yang dikenai Undang-Undang

2 Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi dan Elemen Infegritas Nasional
(Jakarta: Yayasan Ober Indonesia, 2002), h. 17.
®ibid., h. 78,
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adalah pemilih itu sendiri. Padahal syarat pemilih harus terdaftar
sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka terdapat
celah jika pelaku itu tak terdaftar di DPT. Sedangkan regulasi pada hari
pencoblosan dalam Undang-Undang tersebut adalah bagi siapa saja,
namun yang diberi sanksi adalah pemberi uang saja. Sedangkan
dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun dalam Undang-

UndangPemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 42, hanya menjerat

peserta pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran politk uang,
padahal belum tentu yang melakukan mereka, melainkan dilakukan

oleh orang lain sebagai suruhan dan/atau merupakan tim bayangan.

D. Status Pemanfaatan Uang Dalam Pemilu
Dana kampanye vyaitu berasal dari penggalangan atau
pengumpulan dana, ada juga yang menggunakan uang pribadi, yang
akan digunakan dalam pemenuhan atas biaya-biaya atau

pengsluaran saat dalam kampanye politik, oleh karena ifu, terdapat

pameo dalam dunia politik, Pay-as-you-Go®'. Jadi para kandidat
tersebut benar-benar mengusahakan untuk memulai penggalangan
dana sesegera mungkin, bahkan jauh sebelum para kandidat
mengumumkan keikutsertaannya dalam. pemilu. Penggalangan dana

awal diperilukan para kandidat untuk menyewa ruang, instalasi

' Partisan Payback Over ‘Pay-as-you-Go’ (htmi). The Wanghiston Post. 2 Agustus
2007.
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telepon, memesan persediaan, dan pembelian ruang iklan karena
strategi dan kualitas tergantung pada dana yang tersedia.

Sumber utama dana untuk kampanye kegiatan politik umumnya
berasal dari para partisan partai, ketika para kandidat mulai
mengumumkan keikutsertaannya dalam kegiatan kampanye.Maka,
para kandidat akan meminta dukungan finansial terutama dukungan
dari partai politiknya dan dukungan dari partai politik akan sering dapat
memberikan promosi pada akses organisasi-organisasi sekutu partai
politik tersebut. Dengan peluang untuk mendapatkan pendanaan.

Dana kampanye digunakan mulai dari biaya kendaraan untuk
kandidat dan lainnya, sampai pembelian waktu fayang untuk iklan di
TV, radio, dan media-media lain, serta ada yang memberikan uang
atau barang berupa sembako antara lain, beras, gula, dan minyak
kepada masyarakat yaitu pada saat menjelang hari pemilihan umum.
Hal ini, yang menjadi masalah dalam politk demokrasi, karena
pemberian uang kepada masyarakat atau personal termasuk dalam
money politic.Oleh karena itu, para kandidat sering mencurahkan
banyak wakiu dan upaya dalam mengumpulkan dana untuk dapat

menutupi pembiayaan kampanyenya.®

® Hrebenar Ronald J. (1998). Political Parties Interest Grougs, and Political
Caggpafgns. Westview Press. Him.322,
Gill, David and Lipsmeyer, Cristine (2005). Soft money and Hard Choices: Why
Political Parties Might Legisiate Against Soft Money Donations.
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Pemberian uang ataupun barang beriujuan untuk memperoleh
suara dari para pemilih yaitu masyarakat yang mengikuti pemilu, agar

dapat terpilih dan menduduki jabatan yang diinginkan.**

E. Sebab dan Dampak Praktek Money Politic Dalam Pemilu
Adapun penyebab dan dampak money politic dalam pemilu

adalah sebagai berikut:

1. Penyebab Praktek (Money Politic) dalam Pemilu

Penyebab terlaksananya prakiek money politic (politik uang),
| yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat
sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para calon iegislatif
melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan
calon legislatif lain. Calon legisiatif yang baru bersaing masih
mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan
politik uang. Para calon legislatif yang pernah mencalonkan diri
pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan

dipastikan akan mengulangi hal yang sama.®®

Ada beberapa penyebab mengapa banyak rakyat yang

! terlibat dalam money politic, antara lain:*®

3"l*sttps::’lwi kipedia.org/wiki/Polifik_Uang, diakses pada 13 September 2017.

* indra Ismawan,Pengaruh Uang Dalam Pemilu (cet. Ke-1) Yogyakarta: Media
Presindo, 1999. h. 80.

% Leo Agustino, Pifkada dan Dinamika Politik Lokal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), h. 43.
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a. Sudah Tradisi .

Money politic bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang
kita, tapi money politic seakan sudah mendarah daging dan jadi
tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak
uang.Jika menengok dari sejarah, budaya money politic sudah
sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah
menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang
mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru. Parahnya,

malah keterusan hingga saat ini.

. Haus Kejayaan

Manusia bisa saja silau dengan kejayaan mulai dari kekayaan,
kekuasaan bahkén jabatan. Demi mendapatkannya orang-orang
rela melakukan apa saja bahkan menempuh jalan °belakang”
jika perlu,yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang
atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Hal
paling sepele dan sering kita temui prakiik suap dilakukan oleh
para pelanggar lalu lintas pada polisi yang menangkapnya agar
kasusnya tak jatuh ke meja pengadilan. Contoh lainnya adalah
soal mendapatkan kedudukan. Tak jarang para calon kepala
daerah sampai rela mengeluarkan uang banyak~ uniuk membeli
suara rakyat. Lalu jika terus-terusan seperti ini bagaimana

demokrasi di Indonesiaakan ditegakkan?
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¢. LingkunganYangMendukung
Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik money politic atau
risywah (suap-menyuap) mulai dari institusi kecl sampai ke
kalangan pejabat-pejabat tinggi adalah sebuah jaringan yang
terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadapkasus suap
adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi target suap adalah

para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada misiatif untuk

memberi suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak “bersih”
malah menawari si terdakwa. Bahkan tak jarang ada terdakwa

justru takut hukumannya akan tambah berat jika tidak menerima

tawaran tersebut.

d. Hukum Yang Bisa Dibeli
Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan
uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum-
oknumpenegaknya yang membuat hukum jadi idakmempan

bagi orang-orang yang banyak uang. Dengan menyuap para

hakim atau bahkan para penjaga fentara dengan iming-iming

sejumlah uang, maka para terdakwa bisa menikmati hidup

? mewah bahkan dipenjara sekalipun. Lebih-lebih masa hukuman
dapat dipersingkat dan segera menghirup udara beha;.

e. Lemahlman

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh

dari Tuhan yang Maha Esa. Hal itu merupakan faktor utama
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yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan
menerima suap. Mengesampingkan fakia bahwa apa yang
mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut
sama sekali akan perbuatan itu. Karena jika iya, mereka tidak
akan pernah melakukan money politic, karena perbuatan itu
dapat menyeretkan ke Neraka. ltulah kenapa budaya money
polific masih saja langgeng di negeri ini.
f. Masyarakat Miskin

Sebagaimana kita ketahui angka kemiskinan di Indonesia akan
cukup tinggi. Kemiskinan adalah dimana terjadi
ketidakmampuan unfuk memenuhi kebutuhan dasar seperti:
makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan
kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulifnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti
memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera
mendapat uang.*Money politic pun menjadi ajang para rakyat
untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang
tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu
tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar h:JkUITI.
Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya.

% Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional
(Jakarta: Gema Insan Press, 1999), h. 146,
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. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Palitik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya,
serta apa yang ditimbulkan dari politik. itu semua biasa
disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di
sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang
acuh terhadap politik. Sehingga ketika ada pesta politik seperti
pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan
pemilu. Tidak mengenal partai tidak masalah. Tidak tahu calon
anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin tidak ikut
pemilu pun tidak masaiah. Kondisi seperti ini menyebabkan
maraknya politk uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu
denpan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu.
Paiitik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka
tidakakan berfikir jauh kedepan bahwa uang yang diberikan itu
suatu saat itu akan “ditarik” kembali oleh para calon legislatif
yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif Mereka tidak
menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru

merugikan diri mereka sendiri.

. Kebudayaan

Sering memberi dan jika mendapat rejeki tidak boleh ditolak,
begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri

bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari
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peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang
tidak boleh ditolak dan karena sudah diberikan otomatis
masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu,
yaitu dengan memilih, menjadi fim sukses, bahkan ikut
menyukseskan politk uang demi memenangkan peserta pemilu.
Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terima kasih

dan rasa balas budi masyarakat terhadap calon legisiatif yang

memberi uang.
Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan
' baik, telah melenceng dan disalahartikan oleh masyarakat.
Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk
suatu kecurangan. Masyarakat fradisional yang masih
menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para
caion legislatif untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai.
2. Dampak Praktek Money Politic Dalam Pemilu

Ada beberapa dampak money politic dalam pemilu antara

lain:*®

a. DampakTerhadap Pribadi

- ’ Tidak dapat dipungkiri bahwa money politic merupakan
penyakit kronis yang dapat menenfukan jafi diri seseorang.
Demikian itu, karena tindakan money politic merupakan salah

satu bentuk sogokan/suap, baik pemberi atau penerimanya

*® yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Isfam (Solo: Era Intermedia, 2003), h, 27.
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dapat mencederai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu al-
‘Adl (keadilan). Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang
menjadi ukuran keimanannya (berbuat baik).
b. DampakTerhadap Ekonomi

Didalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan
menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi
ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paoclo Mauro, secara
ekonomi keberadaan money politic akan mengganggu
mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga
timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan
pendapatan.® Dengan menggunakan studi lintas negara Mauro
(1995,1997,2004) menunjukkan bahwa risywah atau money
politic berhubungan negatif pertumbuhan ekonomi dan merusak
investasi yang ada. Arinya, jika korupsi meningkat maka
investasi domestik akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi
akan mengalami penurunan. Mauro (1997)menunjukkan juga
bahwa tingginya tingkat suap-menyuap akan menurunkan
besarnya pengeluaran pemerintah, terutama di bidang jaminan
sosial dan pembayaran kesejahteraan publik. Hal ini akan
berdampak terhadap semakin tidak baiknya penyediaan barang

dan jasa publik (baik kualitas maupun kuantitas)

* Abdullah al-Mushlih ash-Shawi, Shalah, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta:
Darul Haq, 2004), h. 57.
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c. DampakTerhadap Masyarakat

Tentunya tindakan money poliitic yang dilakukan oleh
banyak pihak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan
hidup bermasyarakat dan bernegara. Tidaklah mengherankan
jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap
semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Demikian itu,
karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti
merajalelanya kerusakan dan kezhaliman, berupa hukum tanpa
asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan
kebenaran, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan
mengakhirkan  yang  seharusnya  didahulukan, juga
merajalelanya mental oporfunisme dalam masyarakat, bukan
mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Disamping
itu, money politic juga berpotensi memunculkan konflik
kebencian dan permusuhan diantara anggota masyarakat.
Karena pada hakikatnya, money politic hanya merupakan alat
orang-orang yang memegang kebijakan untuk menindas kaum
yang lemah. Di lain pihak, mereka yang menyerahkan hartanya
kepada para penerima suap ini, memberikan harta mereka

dengan sangat {erpaksa.

d. DampakTerhadap Para Calon Legisiatif

Dampak bagi para calon legislatif sendiri, apabila mereka

berhasil terpilih karena suksesnya money polific yang mereka
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lakukan, maupun dampak dari kekalahan para calon legislatif
yang gagal dalam money politic yang mereka lakukan. Bagi
para calon legislatif yang gagal dampaknya ialah bila mereka
imannya kurang, mereka bisa saja menjadi gila, atau
psikologinya terganggu, karena kita bisa temukan para calon
legislatif yang gila karena mereka gagal menduduki kursi
legislatif. Selain karena kurang suara, tidak sedikit para calon
legislatif yang gagalkarena terbukti melakukan pelanggaran,
ibarat pepatah sudah jatuh ferimpa tangga pula, akibatnya

rumah sakitlah yang menjadi ujung perjuangan mereka.*’

F. Tujuan Dilaksanakan Pemilu

Sarana politik unfuk mewujudkan kehendak rakyat kepada
negara dalam sistem demokrasi pancasila adalah pemilu{pemilihan
umum). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan
wama dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai,
sesuai dengan konstitusi yang berlaku.*' Selain landasan umum dan
asas, pemilihan umum juga mempunyai fujuan pemilu yang harus
dicapai. Seperti yang telah diketshui bahwa pemilihan umum di
Indonesia digelar sebanyak satu kali dalam lima tahun untuk memilih
presiden dan wakilnya merupakan salah satu tujuan pemilihan umum

yang sangat penting. Berikut ini tujuan pemilihan umum secara umum,

“ Muhammad Hatta, dkk Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE.
2000, h. 179.

“Simplenews05.blogspot.co.id./2016/08/fujuan-pemilihan-umum-pemily htmi?m=|
Diakses tanggal 11 agustus 2016,
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yaitu: melaksanakan kedaulatan, sebagai perwujudan hak asasi politik
rakyat, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan
DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden, melaksanakan
pergantian personal pemerintah secara damai, aman, dan tertib
(secara konstitusional) dan menjamin kesinambungan pembangunan

nasional.



BAB lit

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya sesuatu
vang berhubungan dengan pokok permasalahan diperukan suatu
pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara
melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk
mencapal suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan
untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun
laporan.*

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai
untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan
guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam
penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan
yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu hukum
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan
berperilaku manusia yang dianggap pantas.*®* Dalam penelitian ini
yang dicari adalah hukum money politic bantuan dari calon legislatif

dalam pemilu.

“2 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Peneiitian, Jakarta; Bumi Pustaka, 1997.
+ Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Penelifian Hukum, Jakarta; PT Rajagrapindo,
1905, hal. 38.

34




35

B. Jenis Penelitian

a. Jenis penelitian ini adalah penilitian kepustakaan (library research)
adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi
penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan
laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang
akan diselesaikan.*

b. Sifat penelitian ini bersifat komparatif. Metode komparatif adalah
suatu hal yang bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal
lainnya.*® Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif,
yaitu pendekatan yang didasaripada Al-Quran, Hadist, peraturan
perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep vyang

berhubungan dengan penulisan penslitian.

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan bentuk jamak dari datum. Data adalah
sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan
analisis atau kesimpulan. Sedangkan sumber data disini adalah subjek
dari mana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah penelitian
adalah subjek dari mana data diperoleh apabila peneliti menggunakan
wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data yang
penyusun gunakan adalah berupa responden, yaitu orang yang

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik

‘”M Nazir, Metode Penelitian (cet. Ke-5) (Jakarta: Ghalia Indenesia, 2003), h. 27.
“5 Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 18.
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pertanyaan tertulis maupun lisan. Data dalam penelitian terbagi atas

dua jenis yaitu data primer dan sekunder sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer yaitu data yang mengikat dan ditetapkan oleh
pihak yang berwenang.*® Dalam tutisan ini diantaranya berupa Al-
Quran,Hadist, Undang-UndangPemilu dan kitab Undang-Undang
hukum pidana (KUHP).
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk
memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu: buku-buku,

makalah, majalah, jurnal, maupun akses artikel internet.

MetodePengumpulanData

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian

kepustakaan (fibrary research) yaitu meneliti sumber-sumber bacaan

i yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti Al-

Quran, hadist, buku-buku, buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-

il artikel, peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana dan bahan-

bahan lainnya. Situs web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini

sepanjang menguat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

|
|
|
i
o
'
‘l

E“s Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 2004), h. 133.
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Metode Analisa Data
Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan,

maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan

. menggunakan metode berfikir induktif, deduktif, dan komparatif.

Metode berfikir induktif adalah keputusan baru yang bersifat umum
yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus.
Sedangkan yang dimaksud metode berfikir deduktif adalahsuatu
penganalisaan yang berangkat daripengetahuan yang umum, kita
hendak menilai suatu kejadian dengan secara khusus.*’ Selanjutnya
menggunakan analisis komparafif, yaitu suatu metode yang
membandingkan dua (atau lebih) tokoh atau aliran, yang menelaah
kesamaan atau perbedaan.®

Dengan cara membandingkan ketentuan yang Jada dalam dua
sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama,
dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan
persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebuf,
sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari

sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

L Sutrisno Hadi, Mefodelogi Riset (Yogyakarta: Gajafi Mada University Press, 2001),
h. 50.

@ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya




BAB IV
PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hukum Money Politic Bantuan dari Calon Legislatif dalam Islam

Islam adalah agama yang menjaga keberlangsungan eksistensi
kehidupan manusia. Risalahnya meliputi semua zaman dan mencakup
segala aspek atau bidang kehidupan kapan pun dan dimana pun.
Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah Al-an’am [6]: 38 yang
berbunyi:

L 00T 220 ) 4ty Do gt W5 1 (405 8 s
G583 215 (M e 05 (e AN 3 G5

Terjemahnya:
Dan tidak ada seekor binafang pun yang ada di bumi dan burung-
burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melaikan semuanya
merupakan umal-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun
yang kami Iugutkan didalam kitab, kemudian kepada fuhan mereka

dikumpulkan.

Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian terdahulu bahwa
polittk uang sama dengan suap-menyuap atau Risywah. Sedangkan
mengenai perbuatan suap-menyuap ini, larangannya telah diturunkan
sejak awal kenabian Muhammad SAW. Pengaturan mengenai
larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap ity sendiri

diturunkan Allah SWT bersamaan dengan larangan melakukan praktik

penyembahan {erhadap berhala, lebih dshulu daripada perintah

% Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 36-44.
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melaksanakan sholat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa
perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus dijauhi karena dapat
menyebabkan  ketidakadilan, dan mewujudkan suasana
ketidakpantasan. Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum
mengonsumsi dan menggunakan hasil politik uang yang dikiaskan

. dengan suap-menyuap ini terdapat sejumlah landasan dasarnya dalam
Al-Qur'an yaitu:

1. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mudatsir [74]1-7

yang berbunyi:
otz . 2043 . . ¥ E v n. oWt 5. . o ecf5 & ’g‘; -
Ol W3 58008 3005 e gy Aoy Haliad Rl y

Syl Aty ks

Terjemahnya:

Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikan peringatan
kepada umat, dan agungkanifah tuhanmu dan bersihkanlah
pakaianmu, tinggalkanlah segala (perbuatan), yang keji dan janganiah
engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh
(balasan) yang lebih banyak dan karena tuhanmu serta bersabariah
dalam memperjuangkan ajaran tuhanmu.®

Firman Allah dalam Q.S Al-Muddatsir ayat 1-7 ini menceritakan
dimana ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, beliau
mendengar sesuatu dan mencarinya, namun tidak dijumpainya, maka
dengan segera beliau meminta istrinya untuk menutupinya dengan
selimut. Kemudian turunlah sural al-muddatsir yang secara singkat

dapat di ungkap sebagai berikut:

%9 Tim Asatiz Al-Quran Cordoba, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h, 1-17,
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= Allah menyuruh nabi Muhammad SAW agar melepaskan
selimutnya dan bergegas menyerukan dakwah Islam, mengajak
manusia untuk masuk islam, khususnya untuk melaksanakan hal-

hal berikut:

a) Mengagungkan nama Allah
b) Mensucikan diri lahir dan batin

¢) Menjauhi perbuatan dosa dan noda

d) Memperbanyak sedekah, serta tidak mengharapkan balasan
atasnya.

e) Memperteguh tekad hati bermental baja, serta tidak berputus

asa dalam mengabdi dan menyembah Allah SWT.

2. Al- Quran surah Al-bagarah [2] 188 yang berbunyi:

3l a3 1,008 RN Yty 18865 Jlatally 2 &0l 605

085 iy ity o

Terjemahnya:

Dan janganfah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain
dianfara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”’

Firman Allah dalam surah Al-bagarah [2] 188 ini melarang
manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil,

yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara

*1 Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an dan Terjemahnya. h, 187-190.
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melawan hukum Allah, dan mencoba menyiasati melalui upaya-upaya
tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap padahal manusia itu
mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.

Imam al-Qurtubi mengatakan “Makna ayat ini adalah bahwa
barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara
yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya
dengan cara yang bathil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang
bathil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu
sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang

haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim.” 52

3. Al-guran surat an-nisa [4]: 29 yang berbunyi:
&8 55153 688 G ) Jbly 2K 05y RE Y AT pdngd g
Vany 68 A8 il &)l ) 8 5° 58 (35

Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman! Janganiah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka di anfara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang
kepadamu.®

Surah An-Nisa’ [4]: 29 ini disamping menyampaikan larangan
memakan harta sesama secara bathil, juga sekaligus menunjukkan
jalan keluar perilaku alternatif dalam melakukan hukum perjanjian

maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta sesama.

*2Abi ‘Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al- Ansyari al- Qurtubiy, al-lami’ Li Ahkam al-Qur'an,
Buku 11, { Bayrut: Dar al-Kutub al-limiyah, 2005), h. 711.
*3 Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an dan Terjemahnya. h, 27-33,
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4. Al-Quran surah An-Nisa’ [4] 30 yang berbunyi:
A el (85010 adial G Ll Gighe 88 0% 2y

-

PYIY

Terjemahnya:

Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan
aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka.
Yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.>*

Surah An-Nisa' [4] 30 ini memastikan ancaman bagi orang yang

tetap memakan hasil suap-menyuap setelah mengetahui Allah
melarang untuk memakannya, yaitu kelak akan dimasukkan kedalam
neraka, karena mereka dinilai Allah telah berbuat dzalim menentang
larangannya.

5. Al-Qur'an surah An-Nisa’ [4]: 31 yang berbunyi:

U 8 e RIa ¥ ot e i (a1 53 )

Terjemahnya:

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu
mengerjakannya ifu, niscaya kami hapuskan kejelekan-kejelekanmu
(kerugian-kerusgianmu) dan kami masukkan kamu ke tempat yang
miulia (surga).

Surah An-Nisa’ [4]: 31 ini memberikan harapan surga bagi mereka
yang menghindari dosa besar, yaitu Allah akan menghentikan
keburukan-keburukan dalam hidupnya dan akan memasukkannya ke

dalam surganya yang terpuiji dan mulia.

%% Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 27-33.
*> Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 27-33,




43

Ke empat ayat dari firman Allah tersebut, Q.s Al-Bagarah [2]:
188 melarang memakan, menggunakan dan memakai hasil suap, Q.s
An-Nisa’ [4]: 29 disamping melarang juga menunjukkan jalan keluar
dari praktik suap-menyuap dan politk vang, Q.s An-Nisa' [4]:30
menyampaikan ancaman neraka terhadap siapa saja yang
membangkang terhadap Ilaragannya dengan tetap memakan,
memakai dan menggunakan hasi suap dan money politic, Q.s An-
Nisa' [4]: 31 menjanjikan ganjaran surga bagi mereka yang
menghindarinya.

Mengindikasikan bahwa penetapan hukum mengenai
memakan, memakai dan menggunakan hasil suap tampak berproses
secara teriibdan bertahap secara saling menguatkan. Pertama,
memberikan larangan. Kedua, memperiegas farangan sekaligus
menunjukkan jalan keluar yang tidak saling mengecewakan. Ketiga,
menyampaikan ancaman neraka bagi yang membangkang, keempat,
menjanjikaun ganjaran surga karena kasih sayangnya kepada mereka
yang peduli terhadap larangan dan perintah-Nya.

Mengingat bahwa yang ditimbulkan dar politik uang yang
bisa merusak mentalitas masyarakat sehingga menjadi masyarakat
yang‘ bermental peminta-minta dan senantiasa memanfaatkan
kekuasaan yang dimilikinya seberapa pun kecilnya kekuasaan yang
dimilikinya tersebut.sesuai dengan firman Allah SWT surah al-Anfal

[8]: 25 yang berbunyi:
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el s 0 1 gl AL Kl il Bt AT
Terjemahnya:

Dan peliharalah dirimu dan siksaan yang tidak khusus menimpa
orang-orang yang zalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa
Allah amat keras siksaannya.®

Menurut tafsir al-Allamah as Syeikh as-Sa’di menyatakan bahwa
ayat ini memberikan gambaran siksa Allah tidak hanya akan

menimpa pelaku kezhaliman tetapi juga yang lainnya. cara

menghindari siksa ini adalah dengan melarang orang melakukan

| kemungkaran, memberantas orang-orang yang suka berbuat jahat

dan merusak, dan tidak membiarkan mereka melakukan
kemaksiatan dan kezaliman sebisa mungkin.>”

Makna ayat ini diperjelas oleh hadis yang diriwayatkan oleh

Imam Ahmad dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh

Al- Hafizh Ibn Hajar dari ‘Adi bin ‘Umairoh radhiallahu ‘anhu, beliau

berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda:

Cate Saal gy (i ualall Joms Aall i Y ag e il gy
YIRS N um:-é“.'! ‘Jlﬁ]dp,cjﬁgu‘,’é.‘uji).\‘j‘a#j‘aedl)&l:
daall

Artinya:

Sesungguhnya Allah ‘azza wajallah tidak akan menyiksa
masyarakat luas karena perbuatan sebagian orang, sehingga
mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka (dan tidak
mengingkarinya sama sekali), padahal mereka mamapu

%5 Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h, 17-25.
"Tafsir al-Sa'adi, h.318 dalam Inspirasi Islami 21 September 2013, “ Tafsir {Q.s. al-Anfal: 25); nahi
mungkar.com.
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mengingkarinya; maka jika mereka berbuat seperti itu, Allah akan
menyiksa pelaku kezhaliman dan masyarakat umum.®

Berdasarkan proses penetapan hukum vyang secara
berjenjang dan saling menguatkan tersebut dapat ditarik ketetapan
hukum Aliah SWT., bahwa memakan, memakai atau menggunakan
hasil suap itu adalah haram, karena jelas pelakunya fefah berbuat
zalim, telah membangkang terhadap larangan Allah, menghindar
dari arahan dan tuntunan-Nya serta tak peduli terhadap kasih
sayang-Nya.

Ketetapan hukum haram memakan, memakai atau
nj_enggunakan hasil suap diperkuat puia dengan ijtihad para
mujtahid terdahulu. Sebagaimana di sitir oleh Muhammad Ali al-
Syaukani, dinyatakan bahwa lbn Ruslan menguatkan keharaman
memakan hasil suap berdasarkan firman Allah Q.s al- Maidah [5]:
42 yang berbunyi:®

PR PR PR LR SR T IR s T

ek ioe JBeyT 2 ez o chafen, 2 L - £2. o
#4488 Culis (3 MU & 50 Gl 258 Oy pad ) M agie
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Terjemahnya:
Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita
bohong, noyak memakan yang haram (hasil suap dan
sebagainya).®

*2Cathul Bari, Juz 13, h. 4 dalam Inspirasi Islam 21 September 203, ‘nahi mungkar’.

Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al- -Shawkaniy, Nailul Authar, fuz VI, (Bayrut : Dar Thya al-
Turath al-Arabiy,1999), h. 302.

% Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an dan Terjemahnya. h, 4245.
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Ibn Ruslan mengartikan lafaz “ al-suhtu” dalam Q.s al- Maidah [5]:
42 tersebut dengan “hasil suap” itu merujuk kepada pengertian
lafaz “ al-suhtu” menurut Ibn Mas'ud r.a., yaitu memberi hadiah
karena mengharapkan bantuan. Dalam hal Abu Wa'il seorang
mujtahid dari kalangan tabi'in menegaskan bahwa seorang yang

yang menerima hadiah dari orang yang mengharapkan bantuan

sesungguhnya dia telah memakan suap.

Menurut Muhammad Ali Al-Syaukani mempertegas lingkup dan

cakupan keharaman memakan hasil suap berdasarkan sunnah
Rasul berikut:
| Gl e Lasbio U 31 Lon 4laali delidi 48Y aid g
Artinya:
Barangsiapa minta tolong saudaranya agar dapat membantunya
dan memberikan hadiah kepada saudaranya atas bantuannya dan
hadiah itu diferimanya, maka dengan penerimaannya itu dia telah
memasuki pintu terbesar dari beberapa pintu riba.®"

Muhammad ‘Ali al- Syaukani menjelaskan bahwa menurut

teorimakna lafaz dari hadis ini berlaku maknanya yang umum

secara mutlak yaitu seluruh jenis hadiah yang mengharapkan
bantuan, dan mencakup seluruh pelaku yang terkait, baik yang
memberi maupun yang menerima, pejabat ataupun bukan pejabat

semuanya termasuk orang yang telah memasuki pintu riba yang

8 A|-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Ahmad Muhammad Shakir, Musnad Ahmad, Buku I No. 5019,
{Jakarta: Pustaka Azzam, 2009}, h. 387.
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terbesar. Sedangkan riba itu sendiri secara tegas dan pasti
hukumnya dinyatakan haram.

Hadis Nabi SAW, dikatakan:,

AN a3l iy e 0 o 0 85ty A1 OBE 20 i 0

aSall

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu “ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam melaknat orang yang menyuap dan disuap dalam
masalah hukum.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).%

Dikatakan dalam hadis lainnya:

GO -phuag ddde i oo A 500 (81 OB 5 528 o A i (o
S

Artinya:
Dinwayatkan dari Abdullah bin ‘Amar radhiallahu ‘anhu, ia berkata:
‘Rasululfah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang

memben , Suap dan yang menerima suap."(HR.Ahmad dan
Tirmidzi)®

2al-imam Ahmad [bn Hanbal, Musnad Ahmad: At-Tirmizi Abi Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Surat ,
at-Tirmidzi Wahuwa al-Jam¥ as-shahif, Buku lll, Abdurrahman Muhammad ‘Usman (pent.),
Hadis-Sunan Tirmidzi, Juz ilf, No. 1387, Semarang: CV al-Syifa’, 1892}, h. 622: ‘Amir Alauddin Ali
Tbn Balba al- Farisiy, Shahih Ibn Hibban, M. Sultan Akbar (PENT.}, JuzXl, No. 5076, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007), h. 467.

®*shulayman Ibn al-ash’ath al-sajastaniy Abu Daud, Sunan Abi Dauwud Juz if No. 3580, (Bayrut:
Dar al-Fikr, 2007), h. 324. AFTirmidzi, Sunan al-Tirmidzi Wahuwa al-lami’ al-Shahih, No. 1337,
11/ 623; al-Qazwiniy, Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibn Majah, Sunan ibn Majah, Juz IV, {
Kairo a: Isa I-Halabi wa Syirkafi, 1986), h. 102-103., Ahmad, Musnad Ahmad, No. 6532,Juz I, h.
164.

1
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Hadis ini menurut Syaikh Al-albani dinyatakan shahih.%*

Hadis lainnya adalah:
G5 (oM s adle i o 0 0505 el 1 BB gl g8
80 g g3l 5 G100

Artinya:

Diriwayatkan dan Tsauban radhiaflahu ‘anhu ia berkata:
“Rasulullah SAW®® melaknat pemberi suap, penerima suap, dan
perantaranya”.(HR. Ahmad).

Namun sanad hadis ini menurut Syaikh al-Albani dinyatakan
dhoif atau lemah.®® namun hadis ini walaupun tidak berstatus
shahih tapi difwayatkan juga oleh al- Hakim walau hanya dari
seorang sanad Laits bin Abi Salim dan juga oleh Ahmad, Al-Bazzar
dan at-Tabrani dari Abu al-Khithab yang kurang dikenal. Menurut
teori iimu hadis maka hadis ketiga ini menjadi shahih lighairihi yang
otentisitas dan validitasnya sebagai dalil sama dengan hadis
shahih.

Ketiga nas sunnah tersebut secara umum mempunyai arti

yang sama, yaitu mengenai perilaku yang mendapat laknat Allah
dan rasul-Nya, baik laknat itu datangnya dari Allah ataupun dari
Rasul-Nya SAW, vyaitu perilaku suap-menyuap.kata “Laknat’

berasal dari bahasa arab sebagaimana dimuat dalam kamus al-

6E‘Syaikh Muhammad Nashiruddin al- Albani, at-Targhib wa af-Tarhib Shahih at-Targhib wa at-
Tarhib, Juz Il No. 2211 { Jakarta: Darul Hag, 2012}, h.261.

% Ahmad, Musnad Ahmad, Juz V, No. 22452, h. 279,

$85yaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Dhaif al-Targhib wa at-Tarhib Shahih at- Targhib wa
at-Tarhib, Juz it No,1344, (Jakarta: Darul Hag 2012), h. 41.
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Munjid fii al-Lughah wa al-A’lam yang artinya” sesuafu yang bernilai
paling jauh dari nilai kebaikan.” Jadi  “melaknat’ artinya
“menetapkan nilai suatu perbuafan yang paling jauh dari nilai baik.”
Kata-kata laknat itu sifatnya tercela dan merupakan kutukan.
Dengan demikian kata “Laknat” itu adalah kutukan. Oleh karena ifu
suatu perbuatan yang terlaknat itu fercela dan terkufuk.

Nas Sunnah kedua dan ketiga yang diriwayatkan oleh Ahmad
dari Abi Hurairah dan yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari
Abduliah bin Amru menyatakan bahwa Allah-lah yang melaknat
penyuap dan menerima suap sedangkan nas sunnah ke empat
yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Tsauban menyatakan bahwa
Rasulullah yang melaknat penyuap dan penerima suap. Kondisi
perbedaan dalil seperti ini secara teori ushul figh di selesaikan
dengan teori kompromi Dalil (Tawafuq al-Adillah), karena masih
bisa dikompromikan, masih dalam tema yang sama, yaitu melaknat
penyuap dan penerima suap. Allah saja yang melaknat penyuap
dan penerima suap ferkena kutukan, begitu juga rasul saja yang
melaknat, tetap penyuap dan penerima suap terkena kutukan.
Lebih-lebih kalau Allah dan rasul-Nya sama-sama melaknat maka
nilai keterkutuka penyuap dan penerima suap semakin kuat.oleh
karena itu memberi suap dan menerima suap kedua-duanya

menerima kutukan Allah dan Rasul-Nya. Maka terputusnya

perbuatan itu yang menjadi kriteria penetapan hukum (illah hukum)
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suap menyuap. Karena terkutuknya perbuatan memberi suap dan
menerima suap, maka perilaku penyusp dan penerima suap
hukumnya haram. dengan demikian perilaku suap menyuap dalam
praktk kehidupan hukumnya adalah haram. Kalau banyak
diharamkan maka sedikitpun diharamkan. Karena yang diharamkan
adalah perbuatan menyuap dan menerima suap, bukan kadar

sedikit atau banyaknya suap atau sogok itu diberikan atau diterima.

Berdasarkan itu semua maka para ulama telash sepakat
secara ifjma akan haramnya suap menyuap secara umum.
Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qudamah, ibn al-Atsir, dan al-
Shan’'ani, semoga Allah merahmati mereka semua.®” Imam al-
Qurthubi rahimahullh didalam i(itab tafsirnya menyatakan bahwa
para ulama telah sepakat akan keharamannya.®® Imam al-Shan’ani
mengatakan, “dan suap menyuap itu haram berdasarkan ijma, baik
bagi seorang gqadhi (hakim), bagi para pekerja yang menangani
sedekah atau lainnya. Sebagai firman Allah Swt. Surah ak-Bagarah
[2]: 188 yang berbunyi:&®

O o 41880 JR21 T 1y 1l gl 1835 2805 R 5

el 2o}
5 *Yra saif
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"bn Qudamah, al-Mughni, M. Syarifuddin Khathab, (pent.), Juz X!, {Jakarta: Pustaka Azzam,
2007), h. 437; bn ‘Athir, al-Nihayah Fil Ghariib al- Hadith wa al- Athar, Juz Ii, (Bayrut:Dar al-Fikr,
1879}, h. 229,

® Abi Abdullah Muhammad lbn Ahmad al-Ansarly al-Qurtubty, al-fami’ Li Ahkam al-Qur'an Juz Vi,
(Bayrut: Par al- Qutub sldImlyah, 2005), h. 118

®\bn Hafar Asqalany, Subufussalaam, Juz If { Jakarta: Bina llmu, 1977), h. 24.
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Terjemahnya:
Dan janganiah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain
dianfara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganiah) kamu
membawa (urusan) harta kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebagian dari pada harta orar;g lain itu dengan (jalan
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam mengatakan,
“suap menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan menerima
suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa
besar.”

Berdasarkan beberapa keterangan yang terkandung

dalam nas-nas diatas terlihat bahwa suap menyuap termasuk dosa
besar, karena pelakunya diancam Rasulullah Saw. Dengan laknat

dari Allah. Dan arti laknat ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat

Allah.

B. Hukum Money Politic Bantuan dari Calon Legislatif Dalam Pemilu
1. Pengertian politik uang
Istilah politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi
keputusan tertentu, ‘dalam hal ini uang dijadikan alat untuk
mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.”? Dengan

adanya politk uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi

 Timn Asatiz Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 187-190,

"*Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam, Taudhibul Ahkam VI, Terjemahan dari Taudhihul Ahkam
Min Bulugh al-Maram, Jus Vi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009}, h. 119,

"Ebin Danius, Polotik Uang dan Uang Rakyat, Unuversitas Halmahers, 1999, dalam www.
Uniera.ac.id/pub/1/1/.
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berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut,
melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang,
karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Adapun yang dimaksud dengan pemilu ialah pemilihan atas para
wakil rakyat baik yang akan menduduki jsbatan di lembaga legislatif
seperti anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan anggota DPRD
Kabupaten kota, serta wakil rakyat yang menduduki jabatan eksekutif
seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Tidak berbeda dengan apa yang disampaikan diatas, politik uang
yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk
mempengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada
kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk ianii,
imbalan, atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam
pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pifihnya,
memilih peserta pemiiu tertentu dengan cara tertentu, memitih partai
polittk peserta pemilu tertentu danfatau memilih calon anggota DPD
tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga
surat suaranya tidak sah.

Politik uang tergolong kedalam modus korupsi pemilih. Ada
empat model korupsi pemilu yang berhubungaﬁ dengan palitik uang,

yaitu beli suara (vote buying), beli kandidat (candidacy buying),
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manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi admistrasi dan
perolehan suara (administrative electoral corruption).”™

Bahkan Ramlan Surbakti mengatakan dalam pemilukada, politik
uang memiliki varian yang lebih kompleks, yaiti berupa:™

a. Untuk dapat menjadi calon diperlukan “ sewa perahu”,” baik yang
dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau
seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup
besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang
ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan
pasti karena berlangsung dibalik layar.

b. Calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya
incumbent, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan
pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi didaerah tersebut.
Jumlah uvang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang
ditetapkan undang-undang.

Syamsudin Haris mengatakan bahwa partai politk dalam
mengusung calon di pilkada lebih pada pertimbangan kemampuan

finansial calon yang bersangkutan dalam rekrutment lebih terkesan

Kompas 11 Februari 2005 dalam Elza Faiz, Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden
Dan Pemelihan Kepala Daerah”, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH Ull Yokyakarta, t.t.

"Rumlan Surbakti, Kompas, 2 April 2005 dalam Lutfi ). Kurniawan, Daerah Peta Korupsi di, { MCW
and Yappika, 2006),h. 229

Bsewa perahu adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyatakan harga yang dibayar agar
dapat dicalonkan oleh suatu partai politik.
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para sang calon yang membutuhkan “perahu” partai politik.” Ketika
i pemilihan Gubernur Riau misalnya, seorang kandidat harus
' menyediakan “uang pinangan” sedikitnya Rp. 400 juta per kursi demi
J mendapatkan “perahu”. Dalam hat ini semakin strategis posisi partai
politik, jumlah uang famaran semakin besar.”” Sehingga menurut Syarif
l Hidayat, model ekonomi yang harus dikeluarkan oleh masing-masing
kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah cenderung merupakan
kombinasi antara modal pribadi dan bantuan donator politik
(pengusaha), serta sumber-sumber lain.’® Sedangkan biaya yang
dikeluarkan guna menentukan parpol pengusung, kampanye besar-
besaran untuk mendongraki popularitas calon, serta upanya
mempengaruhi “pemilihan masyarakat menurut Eko Prasojo harus
diganti oleh uang rakyat dalam APBD arisan proyek bagi investor politik

yang ikut membiayai pilkada.®®
Menurut Wahyudi Kumorontomo bahwa cara yang digunakan
dalam melakukan politk uang yaitu dalam pilkada langsung ada
beragam pembayaran tunai dari “tim sukses” calon tertentu kepada

konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan

g 7r5Syamsut:ldin Haris, Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Pitkada, 30 November 2006 dalam
www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada dalam Fitriyah, “ Fenomena Politik Uang dalam
PJIkada “{ Makalah}, 2013,
Kompas 6 Juli 2011 dalam Fitriyah, “ Fenomena Politik Uang dalam Pilkada” {Makalah), 2013.
Sya rif Hidayat (Ed.), “ Bisnis dan Politik di Tingkat Lokak Pengusaha, Pengusaha dan
Penyelenggara Pemerintahan Pasca Pilkada®, Jakarta: P2E-LIPI, 2006, H. 276 dalam Fitriyah,
Fenomena Politik Uang dalam Pifkada” (M akalah), 2013.

8p itpolkom.bappenas.go.id/.../2007 dalam Fitriyah, “ Fenomena Politik Uang dalam Pilkada”
(Makalah), 2013
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sebagainya.”' Politik uang dan pemakelaran inilah yang menyebabkan

biaya pilkada semakin meningkat, dan ongkos demokrasi semakin
ﬂ tinggi.
I Bukan hanya terjadi dalam pemilukepala daerah saja, bahkan sudah
menjadi rahasia umum bahwa praktik politik uang di masyarakat telah
berlangsung dari pemilu ke pemilu. Hal itu bisa dilakukan oleh para
kandidat maupun partai politknya dengan beragam cara, baik dengan
cara konvensional berupa pemberian bentuk uang, baik ifu sedekah
yang biasa dikenal dengan serangan fajar maupun transportasi
kampanye, pemberian sembako seperti beras, minyak dan gula kepada
maéyarakat pemberian dalam barang seperti alat ibadah, fasilitas
sosial, pemberian kupon tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar
mereka memberikan suaranya kepada peserta pemilu yang
bersangkutan.
Praktik politik uang ini banyak dilakuakan oleh peserta pemilu.
Ironisnya, praktik ini tidak tersentuh oleh pengakuan hukum akibat
sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Hal
ini bisa dibuktikan dari hasil polling Litbang harfan Kompas
menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-

bagi uang yang dilakukan calon anggota legislatif maupun partat

Swahyudi Kumorotomo, “ Interevensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tontangan Kebifakan
Publik Setelah Pilkada Langsung”.
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politik.? Bahkan banyak anggota masyarakat menganggap politik uang
sebagai rejeki musiman yang sayang ditolak.

Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan
masyarakat yang makin permisif dan menganggap bahwa politik uang
tersebut sebagai biaya ganti rugi dari para kontestan karena pada hari
pemilihan mereka tidak pergi ke ladang ataupun sawahnya. Bisa juga
politk uang itu dianggap sebagai kesempatan mendapatkan rejeki,
karena bagi mereka siapapun yang terpilih tidak bermakna apapun bagi
diri dan kelompoknya.

Menurut hasil penelitian Lingkaran survey Indonesia (LSl) yang
mengukur tingkat skala politk uang dalam pilkada, bahwa survey
tersebut dilakukan dengan populasi nasional pada bulan Oktober 2005
dan Oktober 2010. Survei menggunakan metode penarikan sampai
pada Multisage Random Sampling (MRS) jumlah sampe! sebanyak
1.000 orang responden dengan tingkat kesalahan sampel (sampling
error) sebesar plus minus 4%. Hasil surhey menunjukkan publik yang
menyatakan akan menerima uang yang diberikan oleh kandidat
mengalami kenaikan. Pada tahun 2005, sebanyak 27,5 % di tahun
angka ini naik menjadi 37,5% di tahun 2010. Demikian pula persepsi

publik bahwa politk uang akan mempengaruhi pilihan atas kandidat,

#Kompas, 16 Maret 2009 dalam Fitriyah, “Fenomena Pofitik Uang dalam Pilkada” (Makalzh),
2013.
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juga mengalami kenaikan dari 53,9% di tahun 2005 di tahun 2005
menjadi 63% di tahun 2010.%

Menurut Kemitraan, praktik politik uang pada pemilu 2014 terjadi
lebih masif, vulgar, dan brutal dibandingkan pemilu ferdahulu. Bukan
hanya melibatkan peserta pemilu dan pemilh, tetapi juga
penyelenggara. Berdasarkan laporan pemantau di {apangan, politik
transaksional melibatkan partai, calon legislatif, saksi Partai, Kelompok
Pényelenggara Pemugutan Puara (KPPS) dan Panitia Pemungutan
Suara ( PPS) hal itu dilakukan untuk memenangkan caion legislatif atau
partai tertentu.

Meski kasus-kasus politik uang ini telah sedemikian marak
terjadi, namun dari kasus-kasus politik uang yang berlangsung sedikit
sekali yang daf:at tertangani oleh penyelenggara pemilu.?* Selain tidak
dilaporkan, biasanya sulit pembukiiannya karena tidak adanya saksi
sehingga oleh penyelenggara pemilu politik uang ini dikatakan ibarat
“kenfut” karena bisa dirasakan fetapi tidak bisa diketahui
keberadaannya. Berdasarkan pemilu yang terjadi di Provinsi Lampung
saja dari sekian banyak kasus polifik uang yang dilaporkan masyarakat,
hanya sedikit saja kasus yang sampai kepada penyelenggara pemilu.
Menurut data Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Provinsi‘

Lampung pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur tahun 2014

8 holitik-uang dalam calegpilihan2014.blogspot.com/.../saat-ini-demokrasi-atau-moneycrazy
Suarapublik.co.id/index//index.php.

#\Wahidah Suaib, Senin 21/4/2014 dalam caleg pilihan2014. Blogspot.comy/.../saat-ini-demokrasi-
ataumoneycrazy, Caleg Pilihan 2014, Selasa, 29 April 2014,
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sampai dengan tanggal 30 april 2014 dugaan politik uang yang tercatat

dalam rekapitulasi penanganan temuan dugaan pelanggaran di

Provinsi Lampung ditemukan beberapa kasus,% diantaranya:

a. Pada tanggal 7 Maret 2014, Agus Priyanto melaporkanpenemuan
gula di kabupaten Pringsewu yang terdapat kartu nama anggota

DPD Rl atas nama Ahmad Jamili, S.IP, yang diduga terkait juga

dengan pencalonan calon gubernur Ridho Ficardo. Untuk kasus ini
badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) merekomendasikan
untuk ditangani dan ditindak lanjuti oleh panwaslu kabupaten
pringsewu bersama Senfra Gakkumdu Kabupaten tanggamus,

tetapi tidak terbukti.

b. Pada tanggal 27 Maret 2014 Rdityo ( Panitia Pengawas Pemilu

i e

Kabupaten Lampung Barat) melaporkan Harianto S.E., M.M. atas
dugaan melakukan kampanye pada masa reses dan membagikan
biskuit Ibu hamil MP ASI milik Komenkes.

c. Pada tanggal 9 April 2014, Watinah melaporkan Gufron Azis Wadi

dan Ki Agus Revolusi dengan dugaan pelanggaran money politic
pembagian sembako yang dilakukan calon legislatif anggota DPR
RI atas nama Guiron Azis Wadi dari partai PKS Ki Agus Revolusi
S.Sos calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung di Desa

Banjar Agung Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.

¥ Rekapitulasi penanganan Laporan/ Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Legislatif, Pemilu
Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014,

|
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d. Pada tanggal 15 April 2014 Budiator melaporkan Roswati, S.Pd.,
calon anggota legislatif nomor 2, daerah pemilihan Metro Timur dari
partai Golkar atas dugaan pembagian uang sebesar Rp. 150.000.00

Berdasarkan faporan tersebut, terlihat bahwa politik uang ini telah
menjadi hal yang biasa dimasyarakat. Masyarakat * membenarkan”
praktik kotor ini sebagai salah satu bentuk upaya mencari rejeki.

Masyarakat tidak merasakan bahwa praktik curang ini merupakan

perbuatan tercela. Imbasnya, politik uang ini akan merusak mentalitas

masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang bermental peminta-
minta dan permisif.

Dengan adanya politk uang juga mengakibatkan terjadinya
ketidakadilan. Hal ini juga merupakan pencederaan akan makna
demokrasi, karena pemilu berlangsung tidak lagi berdasarkan prinsip
bebas dan jujur. Pemilu tidak lagi bebas, artinya pilihan seseorang tidak
lagi sesuai dengan keinginannya karena adanya tekanan dan paksaan
atas sesuatu yang akan atau telah diperolehnya dalam menjual suara.
Selain itu, politk uang ini akan menimbulkan sesuatu yang
membahayakan, karena tidak hanya melahirkan politisi korup dan
memiliki sifat yang suka menghalalkan segala cara, melainkan juga
akan melahirkan politisi yang tidak memiliki kualitas untuk menjalankan
pemerintahan, menghalalkan masuknya sumber-sumber dana kotor,
kemungkinan dilakukannya berbagai konsesi kepada pihak yang

membiayai pemenangnya pasca pemilu, dan fentunya akan




E—

60

meminggirkan aspirasi dan upaya perjuangan kepentingan masyarakat

luas. Schaffer dalam money in politic handbook® menyebutkan bahwa

setidaknya ada empat resiko yang berkaitan dengan politik uang yaitu:

a. Teradinya ketidakadilan risiko dari politk uang menyebabkan
terpilihnya orang yang fidak semestinya dan membatasi
persaingan.

b. Terjadinya ketidakmerataan peluang jabatan kepada segenap
penduduk dan risiko didapatkan perwakilan yang berkualitas.

c. Politisi yang dibiayai oleh donatur akan terkookiasi oleh
kepentingan para penyumbang dan akan senantiasa dikontrol oleh
mereka yang membiayai.

d. Terjadinya risiko bahwa uang kotor atau haram akan merusak

sistem dan merusak aturan hukum.

2. Politik Uang dalam Regulasi Pemilu
a. Dalam undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD mengenai polik uang ini diatur dalam
beberapa pasal yaitu:
1) Pasal 84 undang-undang No. 8 Tahun 2012 dikatakan
bahwa:selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal
83 ayat (3), pelaksana, peserta, danfatau petugas kampanye
pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada

pemilih untuk:

BE"\;\r'u\a"ur\r.usaicl.gr.mr/mur_worlc/.../;::nn::rz.“'!3.
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a) Tidak menggunakan hak pilihnya.

b) Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

¢) memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau

d) memilih calon anggota DPD tertentu.

Pasal 86 ayat (1) poin _ini dikatakan: “pelaksana, peserta, dan

petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan

uang atau materi lzinnya kepada peserta kampanye pemilu”.

Pasal 89 undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD dikatakan bahwa: ‘dalam hal

terbukti pelaksana kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan

. uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta

kampanye pemilu secara Iané"sung ataupun fidak langsung untuk:

a) Tidak menggunakan hak pilihnya

b) Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

¢} Memilih partai politik peserta pemilu tertentu.

d) Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/
kota tertentu dan,

e) Memilih calon anggota DPD tertentu dikenai sanksi

sebagaimana diafur dalam undang-undang inf".

Ketiga ketentuan pasal tersebut bermuara pada pasal 301.
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1. Ayat (1) setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai
imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung
ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89
dipidana dengan pidana penjara pafing lama dua (2) tahun dan
denda paling banyak Rp. 24.000,000.00 (dua puluh empat juta
rupiah)”.

2. Ayat (2) “ Setiap pelaksana, peserta, dan atau petugas kampanye
pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau
memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih serta
langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam
pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan
denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta
rupiah).

3. Ayat 3 setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan
suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih
peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00
(tiga puluh enam juta rupiah).

b. Undang-Undang No. 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
mengenai politik uang diatur dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) serta

pasal 117 ayat (2) yaitu:
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Pasal 82 ayat (1) pasangan calon danfatau tim kampanye dilarang
menjanjikan danfatau memberikan uang atau materi lainnya untuk

mempengaruhi pemilih.

2) Ayat (2) pasangan calon dan/atau tim kampanye yang ferbukti

3)

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon
oleh DPRD.

Pasal 117 ayat (2) setiap orang yang dengan sengaja memberi

.~ atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang

supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan
calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara
tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah,diancam
dengan pidana penjara paling singkat 2 {(dua) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) bulan danfatau denda paling sedikif Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah dan paling banyak Rp.

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

¢. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden.

1) Pasal 41 ayat (1) "Pelaksana, peserta, dan Petugas Kampanye

dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikan dan menjanjikan atau memberikan uang atau

materi lainnya kepada peserta kampanye.




2) Pasal 215: “Setiap pelaksana kampanye yang dengan sengaja
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai
imbalan kepada peserta kampanye secara langsungun ataupun
tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih,
atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan haknya
untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak
sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling
lama 24 (dua puluh empat} bulan dan denda paling sedikit Rp.
6.000.000,00 (enam juta rupiah).

3) Pasal 216: setiap pelaksana Kampanye yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam pasai 41 ayat (2), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (bulan) dén paling fama 12 (dua
belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.30.000,000.00 (tiga puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam piluh juta

rupiah).

3. Dasar Larangan Praktek Politik Uang Dalam Pemilu

Indonesia negara demokrasi memiliki sistem pemilihan umum
secara langsung yang tercantum dalam pasal 22 E Undang-Undang
Dasar NRi 1945 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) yang dimana menjelaskan
mengenai pemilu. Pemilu secara langsung mulai dilaksanakan pada tahun
2004, namun hingga saat ini pemilu secara langsung masih menuai

beberapa persoalan, salah satunya yakni money politic atau politik uang.
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Dasar larangan politik uang tercantum dalam:

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan
bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Terkadang dalam prakieknya, pemilu justru diwarnai dengan ketidak
bebasan, ketidak jujuran, dan ketidak adilan. Mengapa demikian?
Karena salah satu penyebabnya yakni adanya praktik politik uang yang
sudah merambat baik dalam ranah Pilihan Legislatif, Pilihan Presiden
bahkan Pilihan Kepala Daerah.

Pasal 280J ayat (1) yang berbunyi “ Pelaksana, peserta, dan tim
kampanye pemilu dilarang: Menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

Pasal 519 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.’tentang pemilihan
Umum menyatakan secara jelas bahwa setiap perbuatan orang yang
dilakukan secara sengaja dengan memberikan uang atau materi
lainnya untuk memperoleh dukungan bagi calon anggota DPD dapat di
pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Kemudian didalam pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undan No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan mengenai

sanksi berupa pidana penjara dan berupa denda.




66

Melihat pasal di atas jelas bahwa praktik politik uang merupakan
tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merusak sistem
demokrasi yang diharapkan.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Politik Uang

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka unsur-unsur politik
uang menurut regulasi pemilu di Indonesia ialah:

a) Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pilihan.

b) Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan/atau
petugas kampanye pemilu.

Apabila dilihat secara substantif, regulasi tentang politik uang ini
memang sarat kelemahan baik dalam undang-undang partai politik,
undang-undang pemilu, undang-undang pilpres,dan undang-undang
pemda (pilkada). Di dalamnya masih terbuka celah untuk disiasati
karenzea terkadang pemberian-pemberian tersebut dikemas dalam bentuk
sumbangan masjid, pesantren dan bantuan infrasruktur pada masyarakat,
perlombaan olahraga seperti jalan santai atau hadiah doorprize, serta
pasar murah dengan sembako yang sangat murah.

Apalagi menurut pasal 301 undang-undang No. 8 Tahun 2013
mensyaratkan tiga hal tentang regulasi, yaitu masa kampanye, masa
tenang dan hari pencoblosan. Tiga varian itu mempunyai aturan berbeda.
Dimasa kampanye mengisyaratkan sanksi politik uang diberikan bagi yang

terdaftar di tim kampanye. Sementara memasuki masa tenang yang
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dikenai undang-undang adalah pemilu itu sendiri.padahal syarat pemilih
harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka
terdapat cela jika pelaku itu tak terdaftar di DPT. Sedangkan regulasi pada
hari pencoblosan datam undang-undang tersebut adalah bagi siapa saja,
namun yang diberi sanksi adalah pemberi uang saja. Sedangkan dalam
undang- undang pemerintahan daerah maupun dalam pasal 42 undang-
undang pemilu presiden dan wakil presiden hanya menjerat peserta
pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran politik uang, padahal belum
tentu yang melakukan mereka, melainkan dilakukn oleh orang lain

sebagai suruhan dan atau merupakan tim bayangan.

5. Suap atau Sogok
a. Pengertian Suap atau Sogok

Suap atau sogok adalah suatu pemberian dalam bentuk hadiah
yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu
yang bernilai lebih besar. Selain bisa juga diteffemahkan sebagai suatu
perbuatan memberikan sesuatu dengan tujuan membatalkan sesuatu
yang hak atau untuk membenarkan suatu yang batil.%

Nama lain dari suap afau sogok adalah risywah. Al- Fayyumi
mengatakan bahwa risywah secara terminologis berarfi pemberian yang

diberikan oleh seseorang Kkepada hakim atau selainnya untuk

\Wazirat al-awqaf wa al- Shu’un al- Islamit=yah, al- Mawsu’at al-Fighiyyah, Buku I, { Kuwait:
Wazirat al- Awqgaf wa al-Shu’un al-slamiyah, 2012}, h.7819,




68

memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan.® Sedangkan
Ibn Al-Atsir rahimahullah mengatakan bahwa risywah ialah sesuatu yang
bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara yang di
buat-buat (tidak semestinya).®® Dengan kata lain, rsywah adalah
pemberian apa saja berupa uang atau yang lain kepada penguasa, hakim
atau pengurus suatau urusan agar memutuskan perkara atau
menangguhkannya sesuai dengan kehendak pemberi dengan cara yang
zalim. Sementara dalam undang-undang tahun 1980 tentang Tindak
Pidana Suap pasal 2 dan pasal 3 menyatakan yang dimaksud dengan
suap atau sogok ialah:

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatau kepada
seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat
sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlav;anan
dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan
umum,

Barangsiapa menerima sesuatu ateu janji, sedangkan ia
mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau
janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat

sesuatu dalam tugasnaya, yang berlawanan dengan kewenangan atau

kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Bal- Hamawiy, Ahmad Ibn Muhammad al- Fayumiy, al-Misbah al-Munir, Bukul, (Kairo: Dar al-
Ghadda al-Jadid, 2007}, h.228.

*%|bn ‘Athir, al-Nihayah Fii Gharib al- Hadith Wa al-Athar, Buku I, (Surabaya: Binalimu, 1977), h.
546,
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b. Unsur- Unsur Suap atau Sogok

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu
perbuatan dapat digolongkan sebagai suap/sogok apabila memenuhi
beberapa unsur yaitu:
a. Adanya pemberian atau janji yang bertujuan untuk menarik simpati

orang lain.

b. Pemberian atau janji tersebut dengan tujuan untuk membatalkan yang
hak, merealisasikan kebatilan, mencari keberpihakan yang tidak
dibenarkan, menghadapkan sesutatu yang bukan menjadi haknya atau
memenangkan perkaranya.

Dilihat dari unsur-unsur yang tercakup dalam suap menyuap ini,

maka politik uang bisa dikiaskan dengan suap-menyuap.




BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan maka penulis dapat mengambil
kesimpulan antara lain:

1. Money politic merupakan tindakan dari kampnye yang bentuk nya
dengan cara memberikan uang dengan simpatisan ataupun
masyarakat lainnya agar mereka mengikuti keinginan orang yang
memiliki kepentingan tersebut. Selain itu juga money politic bukan
hanya uang, namun juga berbentuk bahan-bahan sembakau
dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat. Money politic
disebabkan karena masyarakat masih belum siap untuk hidup
berdemokrasi secara utuh. Selain itu money politic bisa terjadi
karena masih kurang ditegakkan hukum di Indonesia. tugas
bawaslu yang masih kurang efektif dalam mengawasi pemilihan
umum agar berjalan dengan lancar dan kuran diperhatikannya
mengenai hak asasi manusia, masyarakat tentunya akan bimbang
apabila felah ikut berpartisipasi dalam money politic karena mereka
merasa berhutang budi kepada yang memiliki kepentingan (caleg,
padahal dalam lubuk hatinya tidak maLx memilih caleg tersebut,
Tetapi dari alasan penyebab terjadinya money politic yang
terpenting yaitu karena masih kurang iman dan takwanya para

politisi maupun masyarakatnya sendiri dibentengi dengan iman
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yang kuat mungkin tidak akan ada bentuk-bentuk penyimpangan
yang terjadi.

2. Dalam hal ini, persamaan hukum I[slam dan undang-undang
memandang money politic yaitu sama-sama menganggap money
politic dalam pemilu itu haram atau dilarang. Sedangkan
perbedaannya dalam hukum Islam dan undang-undang
memandang money politic sebagai tindakan yang dilarang oleh
syariat Islam, sedangkan didalam hukum positif memandang
money politic sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-
undang yang mengatur tentang pemilu. Dari segi sanksi hukum
adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman
yang diberikan Allah SWT Kketika sudah diakhirat nantinya, juga
sanksi moral yang perbuatannya akan dikabarkan kepada
masyarakat agar pelaku tidak mengurangi perbuatannya karena
malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum positif
(undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman

dunia yaitu penjara dan denda.

B. Saran
Ada beberapa saran yang penulis jelaskan mengenai money
politic dalam pemilu yang sifatnya membangun antara lain:
1. Bagimasyarakat disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam
mengurangi perilaku money politic yang dilakukan oleh caleg. Cara

yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu yang tidak menerima
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barang atau uang saat ada pemilu dan masyarakat untuk berani
melaporkan adanya praktek politik kepada pihak yang berwenang.
Bagi caleg disarankan untuk memahami tidak hanya mengandalkan
keuangan yang dapat menimbulkan Perilaku money politic. Caleg
periu menyedari bahwa money politic merupakan tanggungjawab
moral kepada masyarakat dan kepada tuhan (Aliah).

. Bagi pemerintah membuat kebijakan dafam pemifihan umum,
disarankan untuk membenahi peraturan-peraturan mengenai
pemilu, mengingat undang-undang yang digunakan sebagai acuan
pemilu mendefinisikan poliik uang masih bersifat umum, maka
pihak pemerintah dalam pembuatan undang-undang dalam
pemilihan umum khususnya dalam praktek money politic perlu
ketegasan yang mendetail, sehingga dapat menjerat pelakunya

kepengadilan dan dihukum dengan seberat-beratnya.
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PERTANYAAN-PERTANYAAN PENELITIAN

Bagaimana menurut anda tentang makna Q.S Al-Muddatsir ayat 1-7 ?
Bagaimana menurut anda tentang makna Q.S Al-Bagarah ayat 185 ?
Bagaimana menurut anda tentang makna Q.S.An-Nisa ayat 29 ?
Bagaimana menurut anda tentang makna Q.S An-Nisa ayat 30 ?
Bagaimana menurut anda tentang makna Q.S An-Nisa ayat 31 ?

Bagaimana menurut anda tentang Politik Uang ?

Bagaimana menurut anda tentang Politik Uang dalam Regulasi

Pemilu?

Bagaimana menurut anda tentang Dasar Larangan Praktek Politik
Uang dalam Pemilu?

Bagafmana menurut anda tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana Politik

Uang?

10. Bagaimana menurut anda tentang suap atau sogok?

11. Bagaimana menurut anda tentang Unsur-Unsur Suap atau Sogok?
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